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BAB III 

JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI DALAM FATWA DSN 

NOMOR: 77/DSN-MUI/V/2010 TENTANG JUAL BELI EMAS  

SECARA TIDAK TUNAI 

 

A. Gambaran Umum Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia  

1. Pengertian Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia 

Dewan Syariah Nasional (DSN) menurut ketentuan Pasal 1 Ayat (9) 

PBI adalah dewan yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang 

bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk 

dan jasa dalam kegiatan usaha bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah.57 

2. Latar Belakang Pendirian Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama 

Indonesia58 

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) 

dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah 

perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang 

perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat 

Islam. 

 

 

                                                           
57 Cik Basiu, “Sengketa Perbankan Syariah”, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 

2005, hlm. 60. 
58 “DSN-MUI Dewan Syaria Nasional Majelis Ulama Indonesia” dalam 

https://dsnmui.or.id/kami/sekilas/, diakses tanggal 13 April 2020, pukul 20.00 WIB. 
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Pembentukan DSN-MUI merupakan langkah efisiensi dan 

koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan 

masalah ekonomi/keuangan. Berbagai masalah/kasus yang memerlukan 

fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar diperoleh kesamaan 

pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas 

Syariah (DPS) yang ada di lembaga keuangan syariah 

Untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi 

dan keuangan, DSN-MUI akan senantiasa dan berperan secara proaktif 

dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis 

dalam bidang ekonomi dan keuangan 

Visi : 

Memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi 

masyarakat. 

Misi:  

Menumbuhkembangkan ekonomi syariah dan lembaga keuangan/bisnis 

syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa. 

B. Tugas dan Kewenangan Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama 

Indonesia59  

1. Tugas: 

a. Menetapkan fatwa atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa LKS, LBS, 

dan LPS lainnya; 

b. Mengawasi penerapan fatwa melalui DPS di LKS, LBS, dan LPS 

lainnya; 

                                                           
59 “DSN-MUI Dewan Syaria Nasional Majelis Ulama Indonesia”..., diakses tanggal 13 

April 2020, pukul 20.00 WIB. 
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c. Membuat Pedoman Implementasi Fatwa untuk lebih menjabarkan 

fatwa tertentu agar tidak menimbulkan multi penafsiran pada saat 

diimplementasikan di LKS, LBS, dan LPS lainnya; 

d. Mengeluarkan Surat Edaran (Ta’limat) kepada LKS, LBS, dan LPS 

lainnya; 

e. Memberikan rekomendasi calon anggota dan/atau mencabut 

rekomendasi anggota DPS pada LKS, LBS, dan LPS lainnya; 

f. Memberikan Rekomendasi Calon ASPM dan/atau mencabut 

Rekomendasi ASPM; 

g. Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atau Keselarasan 

Syariah bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh Otoritas 

terkait; 

h. Menerbitkan Pernyataan Kesesuaian Syariah atas sistem, kegiatan, 

produk, dan jasa di LKS, LBS, dan LPS lainnya; 

i. Menerbitkan Sertifikat Kesesuaian Syariah bagi LBS dan LPS 

lainnya yang memerlukan; 

j. Menyelenggarakan Program Sertifikasi Keahlian Syariah bagi LKS, 

LBS, dan LPS lainnya; 

k. Melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan 

literasi keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah; dan 

l. Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan 

perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya.60 

 

                                                           
60 “DSN-MUI Dewan Syaria Nasional Majelis Ulama Indonesia”..., diakses tanggal 13 

April 2020, pukul 20.00 WIB. 
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2. Wewenang: 

a. Memberikan peringatan kepada LKS, LBS, dan LPS lainnya untuk 

menghentikan penyimpangan dari fatwa yang diterbitkan oleh DSN-

MUI; 

b. Merekomendasikan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil 

tindakan apabila peringatan tidak diindahkan; 

c. Membekukan dan/atau membatalkan sertifikat Syariah bagi LKS, 

LBS, dan LPS lainnya yang melakukan pelanggaran; 

d. Menyetujui atau menolak permohonan LKS, LBS, dan LPS lainnya 

mengenai usul penggantian dan/atau pemberhentian DPS pada 

lembaga yang bersangkutan; 

e. Merekomendasikan kepada pihak terkait untuk 

menumbuhkembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi 

syariah; dan 

f. Menjalin kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam 

maupun luar negeri untuk menumbuhkembangkan usaha bidang 

keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah.61 

C. Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia 

       Secara umum MUI sudah menyusun Pedoman Penetapan Fatwa 

Majelis Ulama Indonesia Nomor: U- 596/MUI/X/1997. Dalam pedoman 

tersebut disebutkan bahwa setiap fatwa harus berupa pendapat hukum 

yang mempunyai dasar-dasar paling kuat dan membawa maslahat bagi 

                                                           
61 “DSN-MUI Dewan Syaria Nasional Majelis Ulama Indonesia”..., diakses tanggal 13 

April 2020, pukul 20.00 WIB. 
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umat. Dasar- dasar yang dijadikan pegangan dalam melahirkan fatwa 

adalah al-Quran, hadis, ijma, qiyas dan dalil-dalil hukum lainnya. 

       MUI dalam fatwanya juga tidak menolak dalil-dalil hukum selain 

yang disepakati para Ulama, seperti: istihsan, istishab, sad al-dzari’ah dan 

dalil-dalil lain yang masih diperdebatkan oleh para ulama.62 

       Lebih lanjut MUI dalam membahas masalah terlebih dahulu 

memperhatikan dan mempertimbangkan pendapat para imam mazhab dan 

fuqaha terdahulu. Mencari tahu dasar-dasar dan bentuk istidlalnya, dan 

mempertimbangkan yang paling maslahat bagi umat.  

       Jika masalah tersebut hanya terdapat satu pendapat saja, maka MUI 

(dalam hal ini komisi fatwa atau tim khusus) dapat mengambilnya sebagai 

keputusan fatwa. Hukum yang sudah disepakati melalui ijma ini menjadi 

wajib untuk diikuti. Jika umat Islam menyepakati satu hukum, tidak boleh 

seorang pun yang keluar dari pendapat tersebut (Ibn Taimiyah, 1407 H: 

10).   

       Para ulama yang sudah menyepakati sebuah hukum melalui ijma, 

tidak diperkenankan untuk keluar dari yang sudah ia sepakati. (Ibn Najjar, 

1980 :249). Begitu juga bagi generasi berikutnya tidak boleh keluar dari 

yang sudah disepakati oleh para Ulama sebelum mereka pada masalah 

yang sama. (Al-Syafi’i, 1940 :472).    

 

 

                                                           
62 Al Fakhri Zakirman, “Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia”, Al-Hikmah, X, 

No. 02, 2016, hlm. 164. 
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       Namun jika ternyata lebih dari satu pendapat, MUI melakukan 

pemilihan pendapat melalui tarjih (menguatkan satu pendapat). Pendapat 

yang memiliki dasar paling kuat dan maslahat paling besar untuk ummat 

akan dipilih sebagai keputusan fatwa. Tarjih adalah menetapkan sesuatu 

lebih kuat dari yang lain, Al-Razi dalam kitab al- Mahshul menyebutkan 

bahwa tarjih adalah memperkuat salah satu pendapat yang ada setelah 

mengetahui mana yang memiliki dasar paling kuat, lalu menggunakannya 

dan mengabaikan pendapat yang lemah. (Al-Razi, 1400 H :397).63   

       Selanjutnya jika dalam pembahasannya MUI tidak menemukan 

pendapat terdahulu dari para ulama, berarti tidak ada tarjih. MUI 

melakukan metode ilhaq al-masail bi nazha’iriha (menganalogikan 

dengan masalah yang serupa) jika memungkinkan. Metode ini dilakukan 

dengan memperhatikan mulhaq bih (masalah yang belum dibahas ulama), 

mulhaq ‘alaih (masalah yang sudah dibahas ulama) dan wajh al- ilhaqnya 

(bentuk persamaannya).   

       Metode ini lebih dikenal dengan istilah takhrij. Secara sederhana 

takhrij adalah menganalogikan masalah yang tidak pernah dibahas oleh 

para ulama dengan masalah yang sudah pernah dibahas oleh para ulama. 

Istilah takhrij lebih populer digunakan oleh para pengkaji hadis, sedangkan 

dalam kajian-kajian fikih-ushul fikih terminologi takhrij belum banyak 

dipahami oleh sebagian sarjana muslim apalagi masyarakat awam.64    

 

                                                           
63 Al Fakhri Zakirman, “Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia”..., hlm. 164-165 
64 Al Fakhri Zakirman, “Metodologi Fatwa Majelis Ulama Indonesia”..., hlm. 165 
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D. Fatwa DSN Nomor: 77/DSN-MUI/2010 tentang Jual Beli Emas Secara 

tidak Tunai65 

Mengingat: 

1. Firman Allah SWT, QS. al-Baqarah [2]: 275: 

…ساحارا وما الرِّبِا ساأاحالا و اللهُ الًب ايًعا …   
 

           "… Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba …" 

2. Hadis Nabi SAW, antara lain: 

a. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dan al-Baihaqi dari Abu Sa'id al-

Khudri: 

َِّ ساآلَِِّّ  : إِّنِّّا أانا و راعُوًاَ اللهِّ صالا وب اللهُ عالايً اَ ا الًب ايًعُ عا ًْ ت ارااضٍ، )رساه اب ْ ساعالا وما قاا
 ماجة س البياَي سصححَ اب ْ حبان(

 

Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu hanya boleh 

dilakukan atas dasar kerelaan (antara kedua belah pihak)." (HR. Ibnu 

Majah dan al-Baihaqi, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban) 

b. Hadis Nabi riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, dan Ibn 

Majah, dengan teks Muslim dari 'Ubadah bin Shamit, Nabi SAW 

bersabda: 
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لًبُ رِّ سا  لًسِّها وةِّ ساالًبُ رُّ بِِّ لذا وهابِّ ساالًسِّها وةُ بِِّ اَ وهِّ الذا وهابُ بِِّ ل اَ وهِّيُْ بِِّ لتا ومًرِّ يِّْ ساالتا ومًرُ بِِّ ال
ا بِّيادٍ، فا  لًمِّلًحِّ مِّثًلً  بِِِّّثًلٍ، عاوااء  بِّااوااءٍ، ياد  لًحُ بِِّ ُُ ساالًمِّ ًْ هاذِّهِّ اًأَاصًاْا  إِّذاا اخًت الاسا

ا بِّيادٍ  تُمً إِّذاا كاانا ياد  ئ ً هُوًا كايًفا شِّ  فابِّي ً
 

"(Jual beli) emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan 

gandum, sya'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, dan garam dengan 

garam (dengan syarat harus) sama dan sejenis serta secara tunai. Jika 

jenisnya berbeda, juallah sekehendakmu jika dilakukan secara tunai." 

c. Hadis Nabi riwayat Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, Abu Daud, Ibnu 

Majah, dan Ahmad, dari Umar bin Khatthab, Nabi SAW bersabda: 

لًوارِّقِّ رِّبِ  إِّلَا و هااءا ساهااءا      الذا وهابُ بِِّ
 

"(Jual beli) emas dengan perak adalah riba kecuali (dilakukan) secara 

tunai." 

d. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Sa'id al-Khudri, Nabi SAW 

bersabda: 

سُّ  َِّ لذا وهابِّ إِّلَا و مِّثًلً  بِِِّّثًلٍ سالَا تُ هُوا الذا وهابا بِِّ هُوا وًا ب اهًهاااا عالاب ب اهًٍ ، سالَا تا لَا تابِّي ً بِّي ً
سُّوا ب اهًهاااا عا  َِّ لًوارِّقِّ إِّلَا و مِّثًلً  بِِِّّثًلٍ سالَا تُ ْ ً الًوارِّقا بِِّ هُوا مِّ اَ لاب ب اهًٍ ، سالَا تابِّي ً ا  ائِّب ا اا

 ٍَ  بِّاْاجِّ
 

"Janganlah kamu menjual emas dengan emas kecuali sama (nilainya) dan 

janganlah menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; janganlah 

menjual perak dengan perak kecuali sama (nilainya) dan janganlah 

menambahkan sebagian atas sebagian yang lain; dan janganlah menjual 

emas dan perak tersebut yang tidak tunai dengan yang tunai."66 
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e. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Bara' bin 'Azib dan Zaid bin 

Arqam: 

َِّ ساعالا وما عا ًْ ب ايًعِّ الً  ُ عالايً لذا وهابِّ دايً ْ اوارِّقِّ ف اااب راعُوَُ اللا وِّ صالا وب اللا و بِِّ  
 

"Rasulullah SAW melarang menjual perak dengan emas secara piutang 

(tidak tunai)."67 

f. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani, Nabi 

SAW bersabda: 

ائٌَِّ ب ايًْا الًمُاًلِّمِّيْا إِّلَا و صُلًح ا حارا وما حالًالَ  أاسً   أاحالا و حاراام ا ساالًمُاًلِّمُونا الصُّلًحُ جا
 عالاب شُرُسطِّاِّمً إِّلَا و شارًط ا حارا وما حالًالَ  أاسً أاحالا و حاراام ا 

 

"Perdamaian (musyawarah mufakat) boleh dilakukan di antara kaum 

muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau 

menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-

syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau 

menghalalkan yang haram." 

 
3. Kaidah Ushul dan Kaidah Fikih, antara lain: 

a. Kaidah Ushul: 

 الحكًُمُ يادُسًرُ ماعا عِّلا وتَِِّّ سُجُوًد ا ساعادام ا 
 

"Hukum berputar (berlaku) bersama ada atau tidak adanya 'illat."68  

b. Kaidah Fikih: 

ةٌ   الًهااداةُ مُُاكا وما
 

"Adat (kebiasaan masyarakat) dijadikan dasar penetapan hukum."69  

                                                           
67 Dewan Syariah Nasional  Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Dewan Syariah Nasional 

Nomor: 77/DSN-MUI/V/2010 Tentang Jual-Beli Emas Secara Kredit”..., hlm. 2. 
68 'Ali Ahmad al-Nadawiy, “Mawsu'ah al-Qawa'id wa al-Dhawabith al-Fiqhiyah al-

Hakimah li-al-Mu'amalat al-Maliyah fi al-Fiqh al-Islamiy”, Riyadh: Dar 'Alam al-Ma'rifah, 1999, 
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c. Kaidah Fikih: 

ي ًسا أانا و اأًَاحًكااما الًمُت اراتِّباةا عالاب الًهاواائِّدِّ تادُسًرُ ماهاااا   ُِلُ ماهاااا إذاا كا ، سات ابً ًْ ماا داارا
    ِّْ َُودِّ فِِّ الًمُهاامالًا الْ ُّ ًْ كا اِلا  با

 

"Hukum yang didasarkan pada adat (kebiasaan) berlaku bersama adat 

tersebut dan batal (tidak berlaku) bersamanya ketika adat itu batal, 

seperti mata uang dalam muamalat …"70 

d. Kaidah Fikih 

ٍُ أاسً عاادا  ةٌ : كُلُّ حُكًمٍ مُراتا وبٍ عالاب عُرً يْاةِّ : قااعِّدا َِّ مِّ ًْ الذا وخِّ ُِلُ عًِّْدا زاساا ةٍ ي ابً
 تِّلًكا الًهااداةِّ ، فاإِّذاا ت اغاي ا ورا ت اغاي ا ورا الًحكًُمُ 

 

"(Dikutip) dari kitab al-Dzakhirah sebuah kaidah: Setiap hukum yang 

didasarkan pada suatu 'urf (tradisi) atau adat (kebiasaan masyarakat) 

menjadi batal (tidak berlaku) ketika adat tersebut hilang. Oleh karena itu, 

jika adat berubah, maka hukum pun berubah."71  

e. Kaidah Fikih: 

ةُ إِّلَا و  حا ِّْ اًلإِّبِا اَ و دالِّيًلٌ عالاب تُاً  اأَاصًلُ فِِّ الًمُهاامالًا ِّااا أانً يادُ رِّ  
 

"Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalat boleh dilakukan kecuali ada 

dalil yang mengharamkannya." 

 

 

 

                                                                                                                                                               
69 Jalal al-Din 'Abd al-Rahman al-Suyuthiy, “al-Asybah wa al-Nazha'ir fi Qawa'id wa 

Furu' al-Syafi'iyah”, al-Qahirah: Dar al-Salam, 2004, cet. ke-2, hlm. 221. 
70 Al-Qarafi, “Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq”, j. 2, Dar al-Salam,  hlm. 228. 
71 Al Mawwaq, “Al-Taj wa al-Iklil li-Mukhtashar Khalil”, j. 7, hlm. 68. 
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Memperhatikan:    

1. Pendapat para ulama, antara lain: 

a.  ًِّْيً  –يَاُوًزُ ب ايًعُ الذا وهابِّ ساالًسِّها وةِّ الًمُصاْ ا وهاي يً  – ِّْ لِّلتا وصًِّيًعِّ أاسِّ الًمُهادا و ًَاِّ لت ا و ً بِِّ طِّ فِِّ
يًطٍ  يًثُ خاراجاا عا ِّْ الت ا وهاامُلِّ بِِِّّماا كاواعِّ رِّ حا َِّ ب ايًْا الا واسِّ ساصا عاصًرِّنَا الحاًاضِّ اراا  لِّلت ا وباادُ
لِّ  لًهااجِّ ت اراى بِِّ ًَ ً تُ بااعُ ساتُ لاعِّ التِّّّ لًهاة  كاااائِّرِّ الاِّّ ، سالا عِّ لِّ مُاا صُوًراةُ  سااًآخجِّ ًْ لَا يًاا
 َُ ا الًحلُُوً ت اراطُ فِّي ًاا ًَ يً ِّْ كاانَا يُ اَابُُ  فِّيًماا راسااهُ أابُ وً عا  الدِّيً اْارِّ ساالدِّرًهامِّ اللا وذا هِّيًدٍ ساالت ا و
" : اَ َِّ ساعالا وما قاا لذا وها الًْدًُرِّيُّ أانا و راعُوًاَ اللهِّ صالا وب اللهُ عالايً هُوا الذا وهابا بِِّ إِّلَا و  بِّ لَا تابِّي ً
ٍَ" )رساه الب اَائِّب ا بِّاْاجِّ ْ ًااا  هُوًا مِّ  خاري(  ساهُوا مُهالا ولٌ بِِّانا و الذا وهابا مِّثًلً  بِِِّّثًلٍ، سالَا تابِّي ً
َِّ ساالت ا وهاامُلِّ ب ايًْا الا و  ي ًلاتّاً الت ا وباادُ ًْ هذِّهِّ الحاًالاةُ ساالًسِّها وةا كاانَا ساعِّ ، ساحايًثُ افً ت اسا  اًآخنا اسِّ

تاسِّ  يًثُ يادُسًرُ الًحكًُمُ سُجُوًد ا ساعادام ا ماعا عِّ ف اي اْ ً لا وتَِِّّ ي الًحكًُمُ حا  
َِّ: فالًا ماافِّعا شارًع ا مِّ ًْ ب ايًعِّ الذا وهابِّ الًمُصاا وعِّ أاسِّ ا َِّاًطِّ ساعالايً لً   لًمُهادِّ لِّلتا وصًِّيًعِّ بِِّ

 

Boleh jual beli emas dan perak yang telah dibuat atau disiapkan untuk 

dibuat dengan angsuran pada saat ini dimana keduanya tidak lagi 

diperlakukan sebagai media pertukaran di masyarakat dan keduanya telah 

menjadi barang (sil'ah) sebagaimana barang lainnya yang 

diperjualbelikan dengan pembayaran tunai dan tangguh. Pada keduanya 

tidak terdapat gambar dinar dan dirham yang dalam (pertukarannya) 

disyaratkan tunai dan diserahterimakan sebagaimana dikemukakan dalam 

hadis riwayat Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah saw 

bersabda: "Janganlah kalian menjual emas dengan emas kecuali dengan 

ukuran yang sama, dan janganlah menjual emas yang gha'ib (tidak 

diserahkan saat itu) dengan emas yang tunai." (HR. al-Bukhari). Hadis ini 

mengandung 'illat bahwa emas dan perak merupakan media pertukaran 

dan transaksi di masyarakat. Ketika saat ini kondisi itu telah tiada, maka 

tiada pula hukum tersebut, karena hukum berputar (berlaku) bersama 

dengan 'illatnya, baik ada maupun tiada. 

 

Atas dasar itu, maka tidak ada larangan syara' untuk menjualbelikan 

emas yang telah dibuat atau disiapkan untuk dibuat dengan angsuran.72 
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b.  ًيًطِّ لَا يَاُو ًَاِّ لت ا و رااءُ الًحلُِّّبِّّ مِّ ْا الصا وائِّغِّ بِِّ َِّ ق ابً ِّ الثا وما ِّْ ساكاذلِّكا شِّ ا ، زُ، لِّهادامِّ اكًتِّما
حُّ أايًه ا بِّاَرًضٍ مِّ ْا الصا وائِّغِّ   سالَا ياصِّ

"Demikian juga, membeli perhiasan dari pengrajin dengan pembayaran 

angsuran tidak boleh, karena tidak dilakukan penyerahan harga (uang), 

dan tidak sah juga dengan cara berutang dari pengrajin."73 

c.  ِِّّيا وةا فِِّ الذا وهابِّ ساالًسِّها وة حُ أانا و الثا وما اَدا وما ي اتا وهِّ اَلاةٌ فِّيًاِّماا، ساأانا و الا و َّا و صارِّ مِِّا وا ت ا يًحٌ فِِّ  مُوً
ا التا و ا ْ ااُما اا ماالَ  رِّباوِّيى  يَاِّبُ فِِّ الًمُباادالاةِّ ب اي ً

ً جْاًلِّ ِّ عًتِّباارِّهِِّ اَابُُ  فِِّ اللُُ ساالت ا و دِّ ما ًَ  الًها
 ً ًَدِّ فِِّ ً جْاًلِّ ِّ الًها اَابُُ  فِِّ َُ ساالت ا و ًْاُ اِّماا بِّب اهًٍ  إِّلَا و ما فِّيًماا اتُا وادا جِّ ا  ب ايًعِّ ب اهًهِّ

اْاعاةُ  َُ الصِّّ تً ِّيا وةِّ، ف اياجُوًزُ الت ا وسا  أاخًراجا اُماا دُسًنا اعا ًْ ماهًنَا الثا وما ً ْ ًِّْ ِّ مِّ لا وااإِّ اضُلُ ب ايًْا ا
يًحٍ سات اهًلِّيًلٍ   عالاب ماا عاباقا مِّ ًْ ت اوًضِّ

Dari penjelasan di atas, jelaslah bahwa status emas dan perak lebih 

dominan fungsinya sebagai tsaman (alat tukar, uang) dan bahwa  sudah 

jelas menganggap keduanya sebagai harta ribawi, yang dalam 

mempertukarkannya wajib adanya kesamaan dan saling serah terima di 

majelis akad sepanjang jenisnya sama, dan saling serah terima di majelis 

akad dalam hal jual beli sebagiannya (emas, misalnya) dengan sebagian 

yang lain (perak), kecuali emas atau perak yang sudah dibentuk (menjadi 

perhiasan) yang menyebabkannya telah keluar dari arti (fungsi) sebagai 

tsaman (harga, uang); maka ketika itu, boleh ada kelebihan dalam 

mempertukarkan antara yang sejenis (misalnya emas dengan emas yang 

sudah menjadi perhiasan) tetapi tidak boleh ada penangguhan, 

sebagaimana telah dijelaskan pada keterangan sebelumnya.74 
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d. Dr. Khalid Mushlih dalam Hukmu Bai' al-Dzahab bi al-Nuqud bi al-

Taqsith: 

اَوًَُ  مًُلاةِّ: االً ًْ َِّ ق اوًلَانِّ فِِّ ا يًطِّ لِّلًهُلامااءِّ فِّيً ًَاِّ لت ا و َُوًدِّ الًوارِّقِّيا وةِّ بِِّ لْ ُّ ب ايًعُ الذا وهابِّ بِِّ
ْ ااُمً فِِّ  ٍُ ب اي ً لًا ، عالاب خِّ : االتا وحًرِّيًُْ، ساهُوا ق اوًَُ أاكًثارِّ أاهًلِّ الًهِّلًمِّ َُ اًأَاسا و

، سا  اَوًَِّ ا الً عًتِّدًلَاَِّ لَِّاذا ًَدِّيا و ساالذا وهابا مِّ ْا اًلَِّ ، أانا و الًوارِّقا الْ ا و أابً رازُ ماا هُاْاكا
ً ذلِّكا مِّ ْا  ا بِّيادٍ، لِّماا جااءا فِِّ ، سااًأَاثًْاانُ لَا يَاُوًزُ ب اي ًهُااا إِّلَا و ياد  اًأَاثًْاانِّ
ا و  َُ أانا و الا وبيِّ يا اللهُ عاًْ ِّْ راضِّ يًثِّ عُبااداةا بً ِّْ الصا وامِّ

، كاحادِّ  صالا وب اللهُ اًأَاحاادِّيًثِّ
تُمً إِّذاا كاانا  ئ ً هُوًا كايًفا شِّ ًْ هاذِّهِّ اًأَاجًاْاسُ فابِّي ً : )فاإذاا اخًت الاسا اَ َِّ ساعالا وما قاا عالايً

ا بِّيادٍ(، راسااهُ مُاًلِّمٌ   (.7851)ياد 
رِّيً ْا، اَاااءِّ الًمُهااصِّ اَ جَاااعاةٌ مِّ ْا الًسُ اًْواازُ، سابَِِّّ قاا ً: ا اَوًَُ الثا وانِِّ مِّ ًْ أابً رازِّهِّمً  االً

ا  ذا عًتِّدًلَاَِّ لَِّ ْ ااُمً فِِّ اًلَِّ ٍُ ب اي ً ، عالاب اخًتِّلًا يًخُ عابًدُ الرا وحًْ ِّْ الاا وهًدِّيِّّ اَ و ال
يًخُ اًلإِّعًلًامِّ ابً ُْ  ، ماا ذاكاراهُ شا اَوًَُ ا الً ، إِّلَا و أانا و أابً رازا ماا يُاًت ااْدُ لاَُ هاذا اَوًَِّ الً

اَيِّّمِّ  يا وةا ساابً ُْ الً اَ ابً ُْ ت ايًمِّيا وةا   ت ايًمِّ يًثُ قاا ئاة ، حا ي ً لذا وهابِّ فااِّ مِّ ًْ جاواازِّ ب ايًعِّ الًحلُِّّيِّّ بِِّ
: ِّْ خًتِّيااراا   كاماا فِِّ اًلَِّ

 ، اللُِّ ااطِّ التا وما اَيًِّْ اشًتِِّ َِّ مِّ ًْ  ًْاِّ "يَاُوًزُ ب ايًعُ الًماصُوًغِّ مِّ ْا الذا وهابِّ ساالًسِّها وةِّ بِِِّّ
اَابِّ  ً مُ هاةِّ، عاوااءٌ كاانا الًب ايًعُ حاالَى  أاسً مُؤاجا ولً ، ماا لَّاً سايًَُهالُ الاَ وائِّدُ فِِّ لِّ الصُّْ ً
َُ ثْااْ ا"، وًفُ ًَصادً كا   يُ 

لصا وْ ًهاةِّ الًمُبااحاةِّ  ًْ بِِّ : "أانا و الحِّلًياةا الًمُبااحاةا صاارا اَيِّّمِّ َُ ق اوًَُ ابِّ ِّْ الً ًْ ساأاصًراحُ مِّ
، لَا مِّ  لاعِّ ًْ ِّ الثِّّياابِّ ساالاِّّ اةُ، مِّ ًْ جِّ ا الاَ وكا ذاا لَّاً تَاِّبً فِّي ًاا ، سالَِّ ًْ ِّ اًأَاثًْاانِّ  ًْ جِّ

 ، لاعِّ ، كاماا لَا يَاًرِّيً ب ايًْا اًأَاثًْاانِّ ساعاائِّرِّ الاِّّ ْ اااا ساب ايًْا اًأَاثًْاانِّ فالًا يَاًرِّي الرِّبِا ب اي ً
اْاعاةِّ قادً خا  لصِّّ ااا، فاإِّنا و هاذِّهِّ بِِّ ًْاِّ اَيًِّْ جِّ ًْ مِّ ًْ  افا صُوًدِّ ساإِّنً كا ًَ ًْ عا ًْ ما راجا

ااا    " افتاب م ْ  ًْاِّ ً ب ايًهِّااا بِِِّّ ًْ لِّلتِّّجااراةِّ، فالًا مُاًذُسًرا فِِّ ، ساأعُِّدا و اًأَاثًْاانِّ
 75(.2/241)إعلًم الموقهيْ 
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Secara global, terdapat dua pendapat ulama tentang jual beli emas 

dengan uang kertas secara angsuran:  

Pendapat pertama: haram; ini adalah pendapat mayoritas ulama, dengan 

argumen (istidlal) berbeda-beda. Argumen paling menonjol dalam 

pendapat ini adalah bahwa uang kertas dan emas merupakan tsaman 

(harga, uang); sedangkan tsaman tidak boleh diperjualbelikan kecuali 

secara tunai. Hal ini berdasarkan hadis 'Ubadah bin al-Shamit bahwa 

Nabi SAW bersabda, "Jika jenis (harta ribawi) ini berbeda, maka 

jualbelikanlah sesuai kehendakmu apabila dilakukan secara tunai." 

 

Pendapat kedua: boleh (jual beli emas dengan angsuran). Pendapat ini 

didukung oleh sejumlah fuqaha masa kini; di antara yang paling menonjol 

adalah Syeikh Abdurahman As-Sa'di. Meskipun mereka berbeda dalam 

memberikan argumen (istidlal) bagi pandangan tersebut, hanya saja 

argumen yang menjadi landasan utama mereka adalah pendapat yang 

dikemukakan oleh Syeikh al-Islam Ibnu Taymiyah dan Ibnul Qayyim 

mengenai kebolehan jual beli perhiasan (terbuat emas) dengan emas, 

dengan pembayaran tangguh. Mengenai hal ini Ibnu Taymiyyah 

menyatakan dalam kitab al-Ikhtiyarat.  

 

"Boleh melakukan jual beli perhiasan dari emas dan perak dengan 

jenisnya tanpa syarat harus sama kadarnya (tamatsul), dan kelebihannya 

dijadikan sebagai kompensasi atas jasa pembuatan perhiasan, baik jual 

beli itu dengan pembayaran tunai maupun dengan pembayaran tangguh, 

selama perhiasan tersebut tidak dimaksudkan sebagai harga (uang)."76 

  

Ibnul Qayyim menjelaskan lebih lanjut: "Perhiasan (dari emas atau 

perak) yang diperbolehkan, karena pembuatan (menjadi perhiasan) yang 

diperbolehkan, berubah statusnya menjadi jenis pakaian dan barang, 

bukan merupakan jenis harga (uang). Oleh karena itu, tidak wajib zakat 

atas perhiasan (yang terbuat dari emas atau perak) tersebut, dan tidak 

berlaku pula riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara perhiasan 

dengan harga (uang), sebagaimana tidak berlaku riba (dalam pertukaran 

atau jual beli) antara harga (uang) dengan barang lainnya, meskipun 

bukan dari jenis yang sama. Hal itu karena dengan pembuatan (menjadi 

perhiasan) ini, perhiasan (dari emas) tersebut telah keluar dari tujuan 

sebagai harga (tidak lagi menjadi uang) dan bahkan telah dimaksudkan 

untuk perniagaan. Oleh karena itu, tidak ada larangan untuk 

memperjualbelikan perhiasan emas dengan jenis yang sama..."77 
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e. Syaikh 'Abd al-Hamid Syauqiy al-Jibaliy dalam Bai' al-Dzahab bi al-

Taqsith: 

:ً اَاااءُ عالاب الا وحًوِّ التا والِِّ َِّ الًسُ يًطِّ اخًت الافا فِّيً ًَاِّ لت ا و  إِّنا و حُكًما ب ايًعِّ الذا وهابِّ بِِّ

a.  ُافِّهِّيا وةِّ، ساالحاًاْابِّلاةِّ الَْمَنْع اَ و اَاااءِّ مِّ ْا الحاًاْسِّيا وةِّ، ساالًماالِّكِّيا وةِّ، ساال  : ساهُوا ق اوًَُ جَاااهِّيًِّْ الًسُ
b.  ُرِّيً ْا اَلْْوََاز اَاُماا مِّ ْا الًمُهااصِّ اَيِّّمِّ ساما ًْ سااف ا يا وةا ساابً ِّْ الً  : ساهُوا راأًيُ ابً ِّْ ت ايًمِّ

ً فِّي ًااا:  ، ساالا وتِّّ  اًأَاحاادِّيًثِّ الًواارِّداةِّ فِِّ الرِّبِا
ًْعِّ بِّهُمُوًمِّ لًما اَائِّلُوًنا بِِّ اَ و الً لَا تابِّعِّ »اِّعًتادا

لذا وهابِّ سالَا  لًسِّها وةِّ، إِّلَا و هااء  بِِّااءٍ يادا  بِّيادٍ الذا وهابا بِِّ  «  الًسِّها وةا بِِّ
، أَافا وَُ  يًطُ سالَا ب ايًعُ اًأَاجالِّ ًَاِّ ا الت ا و ساقاالُوًا إِّنا و الذا وهابا ساالًسِّها وةا أاثًْاانٌ لَا يَاُوًزُ فِّي ًاا

 مُسًٍ  إِّلا الرِّبِا 
اًْواازِّ بِِّاا يالِّ  اَائِّلُوًنا بِِّ اَ و الً  يً:سااِّعًتادا

c.  ، لاعِّ ت اراى يَاًرِّيً عالاي ًااا ماا يَاًرِّيً عالاب الاِّّ ًَ لاعٌ تُ بااعُ ساتُ يا عِّ
أانا و الذا وهابا ساالًسِّها وةا هِّ

 سالَّاً ت اهُدً أاثًْاانَ  
d.  ِّيًط ًَاِّ لت ا و هُااا بِِّ راائِّااا، فِّإذاا لَّاً يَاًَُ ب اي ً أَانا و حااجاةا الا واسِّ مااعا وةٌ إِّلا ب ايًهِّااا ساشِّ

 ًْ ِِّ  فااادا ، ساساق اهُوًا فِِّ الحاًرا ةُ الا واسِّ  ماصًلاحا
e.  ًْ ِّلَا م ، لاعِّ ًْ ِّ الثِّّياابِّ ساالاِّّ لصا وْ ًهاةِّ الًمُبااحاةِّ أاصًباحاا مِّ ًْ جِّ أانا و الذا وهابا ساالًسِّها وةا بِِّ

، كاماا لَا يَاًرِّيً  ْ اااا ساب ايًْا اًأَاثًْاانِّ ، فالًا يَاًرِّي الرِّبِا ب اي ً ًْ ِّ اًأَاثًْاانِّ ب ايًْا اًأَاثًْاانِّ  جِّ
ا  اا ًْاِّ اَيًِّْ جِّ ًْ مِّ ًْ  افا ، ساإِّنً كا لاعِّ  ساعاائِّرِّ الاِّّ

f.  اَاياةا بُ الدا ويً ِّْ، ساتاهارا ورُسًا بِّذالِّكا  ا الًباابُ، لااُدا و عالايًاِّمً بِا لاوً عُدا و عالاب الا واسِّ هذا
 الها ورارِّ 

حا عًِّْدِّيً ساا ا، فاإِّنا و الرا وأًيا الرا واجِّ ً بَِِّّ هُوا ساب اهًدا هذا جَوَاز ُبَ يْعُِالذَّهَبُِ لا وذِّيً أفًُتِّّ
اُمً لأنََّه ُسِلْعَةٌ،ُوَليَْسَُثََنَاُ  بِِلت َّقْسِيْطُِ ِِّ عاْ ً يًْا  عالاب الًهِّباادِّ سارافًها  لِّلًحارا ، ت ايًاِّ

78 
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"Mengenai hukum jual beli emas secara angsuran, ulama berbeda 

pendapat sebagai berikut: 

g. Dilarang; dan ini pendapat mayoritas fuqaha, dari mazhab 

Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali; 

h. Boleh; dan ini pendapat Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama 

kontemporer yang sependapat. 

Ulama yang melarang mengemukakan dalil dengan keumuman hadis-

hadis tentang riba, yang antara lain menegaskan: "Janganlah engkau 

menjual emas dengan emas, dan perak dengan perak, kecuali secara 

tunai." 

Mereka menyatakan, emas dan perak adalah tsaman (harga, alat 

pembayaran, uang), yang tidak boleh dipertukarkan secara angsuran 

maupun tangguh, karena hal itu menyebabkan riba.79 

Sementara itu, ulama yang mengatakan boleh mengemukakan dalil 

sebagai berikut: 

a. Bahwa emas dan perak adalah barang (sil'ah) yang dijual dan 

dibeli seperti halnya barang biasa, dan bukan lagi tsaman (harga, 

alat pembayaran, uang). 

b. Manusia sangat membutuhkan untuk melakukan jual beli emas. 

Apabila tidak diperbolehkan jual beli emas secara anggsuran, 

maka rusaklah kemaslahatan manusia dan mereka akan 

mengalami kesulitan. 

c. Emas dan perak setelah dibentuk menjadi perhiasan berubah 

menjadi seperti pakaian dan barang, dan bukan 

merupakan tsaman (harga, alat pembayaran, uang). Oleh 

karenanya tidak terjadi riba riba (dalam pertukaran atau jual beli) 

antara perhiasan dengan harga (uang), sebagaimana tidak terjadi 

riba (dalam pertukaran atau jual beli) antara harga (uang) dengan 

barang lainnya, meskipun bukan dari jenis yang sama. 

d. Sekiranya pintu (jual beli emas secara angsuran) ini ditutup, maka 

tertutuplah pintu utang piutang, masyarakat akan mengalami 

kesulitan yang tidak terkira. 

Berdasarkan hal-hal di atas, maka pendapat yang rajih dalam pandangan 

saya dan pendapat yang saya fatwakan adalah boleh jual beli emas 

dengan angsuran, karena emas adalah barang, bukan harga (uang), untuk 

memudahkan urusan manusia dan menghilangkan kesulitan mereka.  
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3. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Kamis, tanggal 20 

Jumadil Akhir 1431 H/03 Juni 2010 M; antara lain sebagai berikut: 

a) Hadis-hadis Nabi yang mengatur pertukaran (jual beli) emas dengan emas, 

perak dengan perak, serta emas dengan perak atau sebaliknya, 

mensyaratkan, antara lain, agar pertukaran itu dilakukan secara tunai; dan 

jika dilakukan secara tidak tunai, maka ulama sepakat bahwa pertukaran 

tersebut dinyatakan sebagai transaksi riba; sehingga emas dan perak dalam 

pandangan ulama dikenal sebagai amwal ribawiyah (barang ribawi). 

b) Jumhur ulama berpendapat bahwa ketentuan atau hukum dalam transaksi 

sebagaimana dikemukakan dalam point 1 di atas merupakan ahkam 

mu`allalah(hukum yang memiliki 'illat); dan 'illat-nya adalah tsamaniyah, 

maksudnya bahwa emas dan perak pada masa wurud hadis 

merupakan tsaman (harga, alat pembayaran atau pertukaran, uang). 

c) Uang yang dalam literatur fikih disebut dengan tsaman atau nuqud (jamak 

dari naqd) didefinisikan oleh para ulama, antara lain, sebagai berikut: 

يًطُ ساعالاب أايِّّ   اَب ق ابُ وًلَ  عاامى ا مااً ماا كاانا ذالِّكا الًواعِّ َِّ ي الً يًطٍ للت ا وباادُ دُ هُوا كُلُّ ساعِّ ًَ االْ ا و
ٍَ ياكُوًنُ )عبد الله ب ْ عليمان المْيع، بوث فِ الَقتصاد الإعلًمي، مكة  ا حا

 المكرمة: المكتب الإعلًمي، 7991، ص: 715(
"Naqd (uang) adalah segala sesuatu yang menjadi media pertukaran dan 

diterima secara umum, apa pun bentuk dan dalam kondisi seperti apa pun 

media tersebut."80 
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ًِبُ وًعاةِّ سانَاًوِّهاا،  دُ: ماا اتَّا واذا الا واسُ ثْااْ ا مِّ ْا الًماهاادِّنِّ الًماهًرُسًباةِّ أاسً اأَاسًرااقِّ الًما ًَ االْ ا و
خًتِّصااصِّ )مُمد رساس قلهَ جي،  باةِّ اًلَِّ الِّيا وةِّ صااحِّ الصا وادِّراةِّ عا ِّْ الًمُؤاعا وااةِّ الًما

: دار الْسائ ، 7999،  المهاملًْ المالية المهاصرة فِ ضوء السََ سالتَريع، بيْسْ
 ص: 22(

 

"Naqd adalah sesuatu yang dijadikan harga (tsaman) oleh masyarakat, 

baik terdiri dari logam atau kertas yang dicetak maupun dari bahan 

lainnya, dan diterbitkan oleh lembaga keuangan pemegang otoritas."81  

d) Dari definisi tentang uang di atas dapat dipahami bahwa sesuatu, baik 

emas, perak maupun lainnya termasuk kertas, dipandang atau berstatus 

sebagai uang hanyalah jika masyarakat menerimanya sebagai uang (alat 

atau media pertukaran) dan – berdasarkan pendapat Muhammad Rawas 

Qal'ah Ji – diterbitkan atau ditetapkan oleh lembaga keuangan pemegang 

otoritas. Dengan kata lain, dasar status sesuatu dinyatakan sebagai uang 

adalah adat (kebiasaan atau perlakuan masyarakat).82 

e) Saat ini, masyarakat dunia tidak lagi memperlakukan emas atau perak 

sebagai uang, tetapi memperlakukannya sebagai barang (sil'ah). Demikian 

juga, Ibnu Taymiyah dan Ibnu al-Qayyim menegaskan bahwa jika emas 

atau perak tidak lagi difungsikan sebagai uang, misalnya telah dijadikan 

perhiasan, maka emas atau perak tersebut berstatus sama dengan barang 

(sil'ah). 
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f) Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan dengan memper-hatikan qaidah 

ushul al-fiqh dan qaidah fiqh sebagaimana dikemukakan pada bagian 

mengingat angka 3, maka saat ini syarat-syarat atau ketentuan hukum 

dalam pertukaran emas dan perak yang ditetapkan oleh hadis Nabi 

sebagaimana disebutkan pada huruf a tidak berlaku lagi dalam pertukaran 

emas dengan uang yang berlaku saat ini. 

4. Surat dari Bank Mega Syariah No. 001/BMS/DPS/I/10 tanggal 5 Januari 

2010 perihal Permohonan Fatwa Murabahah Emas. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan :   FATWA JUAL BELI EMAS SECARA TIDAK TUNAI 

Pertama  :   Hukum 

Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli 

biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh (mubah, 

ja'iz) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi 

(uang).83 

Kedua  :   Batasan dan Ketentuan 

1. Harga jual (tsaman) tidak boleh bertambah selama 

jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan 

waktu setelah jatuh tempo. 

2. Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai 

boleh dijadikan jaminan (rahn). 

3. Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana 

dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau 
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dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan 

perpindahan kepemilikan. 

Ketiga  :   Ketentuan Penutup 

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 

ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat 

kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan 

sebagaimana mestinya.84 
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